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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di 

Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu tahun anggaran 2018. Hal ini dapat 

dilihat dari tidak adanya transparansi pada setiap tahap dalam pengelolaan keuangan 

desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Transparansi Pada Tahap Perencanaan 

Tidak adanya transparansi pada tahap pelaksanaan ini disebabkan oleh 

kurangnya perdebatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat untuk 

menemukan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif dalam penyusunan dan 

penetapan APBDesa. Pemerintah kurang mengakomodir usulan-usulan yang 

disampaikan oleh masyarakat dan tidak adanya keterbukaan informasi mengenai 

rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa sehingga banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut. 

2. Transparansi pada Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, banyak masyarakat yang mengkritik pemerintah desa terkait 

adanya perbedaan antara realisasi dengan perencanaan baik dari sisi anggaran 

maupun sasaran program. Kritikan dan usulan-usulan tersebut telah disampaikan 

kepada BPD dan Pemerintah Desa tetapi selalu diabaikan dan tidak ditanggapi. 

Selain itu pada tahap ini tidak ada keterbukaan informasi mengenai jumlah dan 

sumber dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan/program pembangunan yang 



73 

 

dilakukan di desa. Tidak ada papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan atau 

di muat di website desa atau facebook tentang rincian anggaran tersebut. Tidak 

adanya informasi tersebut menyebabkan kontrol dari masyarakat tidak terlaksanan 

karena informasi yang seharusnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

menilai kinerja pemerintah pada tahap pelaksanaan ini tidak ada.  

3. Transparansi Pada Tahap Pertanggungjawaban 

Di Desa Asumanu dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 

2018 tidak pernah dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa setiap akhir tahun oleh kepala desa. Hal tersebut menyebabkan 

masyarakat tidak bisa menilai atau mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam 

melakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sehingga perdebatan atau 

penyampaian aspirasi dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak 

dapat terlaksana. Selain itu tidak ada publikasi informasi tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa melalui media seperti papan 

informasi atau website desa. 
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6.2. SARAN 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, sehubungan dengan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Asumanu Kecamatan Raihat 

Kabupaten Belu, maka disarankan: 

a) Pemerintah Desa harus melibatkan Masyarakat Mulai dari tahap  Musdus 

sampai Pada Tahap penetapan Anggaran dan lebih mengedepankan kepentingan 

rakyat serta wajib menyediakan papan informasi, sehingga masyarakat dengan  

mudah mendapat informasi di Desa. 

b) Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa harus memberikan informasi dalam 

pelaksanaan pembagunan  disertai degan administrasi pembianyaan kepada 

masyarakat serta di tempelnya papan pengumuman di setiap pelaksanaan 

proyek pembangunan di Desa. 

c) Dalam pertanggungjawaban pemerintah Desa harus Mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana Desa dan itu di lakukan setiap tahun,Karena keterbukaan 

informasi tentang keuangan desa kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk 

akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat serta pemenuhan hak-hak 

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa. 

2. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kesadaran dan mengurangi sikap apatis terhadap pengelolaan 

keuangan desa agar fungsi kontrol dari masyarakat dapat terlaksana 
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